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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perolehan 

konversi Leter C di Kabupaten Klaten telah mewujudkan kepastian 

hukum. Semua responden yang mengkonversi Leter C telah memperoleh 

sertipikat Hak Milik. Ada satu responden yang mengalami sengketa saat 

akan mengkonversi Leter C, tetapi sengketa tersebut dapat diselesaikan 

secara musyawarah ditingkat desa sehingga dapat dilakukan konversi dan 

diterbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah sesuai dengan bagian yang 

sudah disepakati oleh penerima waris. Tidak ada gugatan dari pihak ketiga 

sejak diterbitkan sertipikat tersebut.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis 

berikan yaitu: 

1. Bagi masyarakat, sebelum melakukan konversi sebaiknya melengkapi 

syarat–syarat atau berkas–berkas yang ditentukan untuk melakukan 

konversi, dan jangan sampai memalsukan syarat–syarat/berkas–berkas 

itu dan jika masih ada sengketa sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu 

supaya tidak ada gugatan dari pihak ketiga dikemudian hari. 

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten supaya : 

a. tetap mempertahankan komunikasi yang sudah baik dengan PPAT 

Sementara agar dapat dicegah hal-hal yang tidak diinginkan. 
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b. lebih sering dilakukan sosialisasi mengenai manfaat, dan 

pentingnya konversi Leter C karena ada anggota masyarakat yang 

masih belum mengerti tentang hal tersebut. 
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